BUPATI PESAWARAN
PROVAINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
KOMOR T TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUHAN, ORGANISAS] DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEXNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAK DAN REBUDAYAAN

Menimbang

hiengingat

KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- bahwa dalam rangka melaksanakan  Ketentuan Pagal 7

Feraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang  Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;

- bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud

huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas tekmis oprasional danfatau teknis penunjang Dinas dan
Badan Dacrah dalam meningkatkan  pelayanan kepada
masvamakat di darecal agar berjalan lancar. tertil:, berdayapuna.

can  berhasidguna perlu menetapkanoya dengan  Peraturan
Bupan,

hahwa berdasarkan pertimbangan  s:bagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanasn Telcnis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan; Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
|Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentulan
Kabupaten Pesawaran dj Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Momor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4749);

LUndang Mamer 12 Tahun 20101 tentang Pembentulan Peraturan
Pq-:rm\dmlp_-un-:iangan tLembaran Megarn Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lermbaran Megarg Hepublik
[ndonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-rndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomaer |2 Tahun 2011 tentang Pembentulan
Peraturan Perundang-undangan (Lersharan Ne:
Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Republik Indonesia Nomar 6398);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Hegara (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homor 5994);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja ([Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020
Nemor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

WA iRts L

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5234, scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20190 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparamr Sipil
Hegara (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014

Momor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Neamore 244 Tamhahan lembaran Negara Republik Indonesis
Memior 5087, sebagaimana lelah diubah beberapa kal terakhir
dengan U'noang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
herja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara Republik  Indcnesia
Tahun 2004 Noemor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peranglkat

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nemor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peratyran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang  Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamhahan Lembaran Megara
e prad ik, D dasi s s SLETiGi :;.-.H}er

Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Hevangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang
Pembentulen Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036), scbagaimanz telsh digbah
dengan  Peraturan Menterd Dalam  Megeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negzri Nomor 80 Tehun 2015 tentang Pembentukan Produl:
Hulum Daeral {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

P33 Peratucan Menteri Nalam MWeper Mamer 12 Tahoe 2017 tentang
Petusinan femisenoghan dan klasifikasi Labang Jinss dae Lo
Felakearia Teknis Daesah,

|4, Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 90 Tahyn 2019 tentang
Wlasifikasi., Kodefikasi  dan  Momenklatur, Perencanaarn
Fernbangunan dan Keuangan Dacrzh (Berita Megara Republils
Indenesia Tahun 2019 Nomer 1447);

15. Peraturan Daerab Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
wentang  Pembentukan dan  Susunen  Perangkat  Daerab
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 202! Nomor Tambzhan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 );

16. Peraturan Bupati Momor Tahun 2021 teniang Kedudukan,
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudeyaan Kabupaten Pesawaran:

Menetaphkan : PERATTRAN EUPATI TENTANG PEMBENTUHAN UNIT PELAKSANA

TEHNIS DAERAH BATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN HABUPATER PEGAWARAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal I

Dalam Perataran ind vang dimaksud dengan :

1
2.
4,

1

Daerah adalah Kabupatsn Pesawaran.
Bupati adalah Bupat Pesawaran,

Dinas Pendidikar dan Kebudayasn Kabupaten Pesawaran yang selanjutmya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Pesawaran,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten
Pasawarar.

Unit Pelakzana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/fatau kegiatan [cknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
Metpcbaonan Kahipalen Praaswaran

=atian Meadbichikan adalabh Urnt Pelaksana Teknis Daerabh Satian Pendidikan
Hrbpenniik Satuan Pendidikan Formal dan Sstuan Perdidikan Mon Formal di
Kabupaten Pesawaran.

Satdan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah kelompok
Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal melipun
Pendidiken Anak Usia Dini dan Pendidikan Dazar. -
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BAE VII
HLETENTUAN PENUTUP

Pasa! 11

Kepala Sekolah, Jabatan Funpsional, Jabatan Pelakzana diangkat dan diberhentikan
eleh Bupal sesuai dengan PeTaluran perundang-undangan vang berlako.

Pasal 12

Pada saar Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomar 70

Tahun 2017 tentang Pembentukan QOrganisasi Dan Tata Kesja Unit Pelaksana Teknis
Dacrah Satuan Pendidikan Pads Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pazal 13

e e

#11 Flumat imd mvilai herl g sriak Tangpal divndangkan.

Al SCLAD DrE N MENEelANUinya, memerin

tahkan pengundangan Peraturan Suparti in
wETgan penempatannya dalam Bepa Dae

rah habupaten Pesawaran

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 35 Jamwar: sozs

Diundangkan di Gedong Tataan
rada tanggal 3 Jamwari 2ozz

Plh. SEKRETARIS DWATM PESAWARAN,
+

BERITA DAERAN KABUPATEN FESAWARAN TARUN 2022 HOMOR 52§
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